WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas
dan fungsi pada Dinas Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka
Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 {tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5954);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan  Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 546);



I1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN 3
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA KENDARI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 Tahun
2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kendari (Berita Daerah
Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 16) diubah sebagai berikur :

L. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13
Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan: dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan pengkajian kebijakan, dan pengendalian tugas teknis di bidang
perencanaan dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan
fungsi ;

a. Ife{aksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di
bidang perencanaan dan pelaporan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi di bidang perencanaan
dan pelaporan; dan



c. pelaksanaan dan pengendalian tugas di bidang perencanaan dan
pelaporan.
(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai
berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian perencanaan
dan pelaporan;
b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang
perencanaan dan pelaporan;
c¢. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di
bidang perencanaan dan pelaporan dinas;
d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan,
serta pelaksanaan sistem informasi dinas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis,
rencana kerja dan LAKIP;
menyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional
prosedur;
- melaksanakan pemantauan realisasi program dinas:
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 b,
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian
kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan
pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.

(2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian vang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penvusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di
bidang keuangan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang keuangan;
dan

c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.

(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan;

b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;

c¢. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di

bidang keuangan;

. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran:

melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan

daerah serta pembayaran lainnya;

melaksanakan perbendaharaan keuangan;

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi

keuangan;

. melaksanakan administrasi anggaran dinas;

melaksanakan verifikasi keuangan;

melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan

bahan pertanggungjawaban keuangan;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;

L. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
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m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

(4)

Pasal 13 ¢, mempunyai tugas melaksanakan penvusunan bahan
pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan
pengendalian tugas teknis di bidang umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepagawaian dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian menyelenggarakan

fungsi :

d. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan
kepegawaian;

b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum
dan kepegawaian; dan

¢. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis tugas di bidang umum
dan kepegawaian.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian sebagai

berikut:

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan
kepegawaian;

b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang umum dan
kepegawaian;

¢. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di
bidang umum dan kepegawaian:

d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;

f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka
kredit jabatan fungsional;

h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan
mutasi serta pemberhentian pegawai;

i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian
kepada unit kerja di lingkungan dinas;

J- melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan
perpustakaan;

I. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat
dinas;

m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas pegawai;

n. melaksanakan  pengelolaan  hubungan  masyarakat dan
pendokumentasian;

0. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,
keindahan dan keamanan kantor;



p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Jjabatan fungsional;

q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan,
analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;

r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari,

e ——isreenay Ditetapkan di Kendari
NRSAR A pada tanggal, 22 -19_ 2022
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 22 .12 2022




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR :

TANGGAL

TAHUN 2022
2022

PERUBAHAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH KOTA KENDARI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

PERENCANAAN DAN

SUB BAGIAN

PELAFORAN

SUB BAGIAN
KEUANMGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
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